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Prakata
Puji dan syukur hanya milik Allah. Selawat dan salam semoga terlimpah 
kepada baginda alam Rasulullah Saw., kepada keluarganya, sahabatnya, dan 
kita semua sebagai umatnya, semoga kelak mendapat syafaat-nya. Amin.

Perbincangan tentang perkawinan di Indonesia paling tidak ada 
beberapa aspek yang saling berhubungan. Pertama, tentang aspek sejarah 
yang berhubungan dengan perkembangan perkawinan di Indonesia. 
Kedua, aspek administrasi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. 
Ketiga, aspek fikih dan regulasi tentang perkawinan yang berkaitan dengan 
sah-tidaknya perkawinan. Di samping itu, hal-hal yang berkaitan dengan 
praperkawinan juga dijelaskan dalam dalam salah satu bab buku ini.

Deskripisi tentang hal-hal tersebut tersaji dalam buku yang ada di 
hadapan pembaca. Dengan berbagai kekurangan dan kelemahannya, baik 
dari sisi substansi, metodologi, maupun informasi, penulis persembahkan 
buku ini sebagai salah satu sumbangsih pemikiran dan khazanah keilmuan 
di bidang hukum Islam. Harapan penulis, semoga kritik dan saran menjadi 
bagian penting guna penyempurnaan untuk edisi berikutnya. 

Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhinga atas bantuan, 
baik morel maupun materiel, kepada semua pihak yang telah berperan 
aktif memberikan sumbangan positif dalam penyusunan buku ini. Atas 
segalanya, penulis haturkan terima kasih, mudah-mudahan buku yang ada 
di hadapan pembaca yang budiman menjadi salah satu sumbangsih positif 
bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam. 

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam kita bertawakal, 
semoga apa yang kita lakukan menjadi amal saleh di sisi-Nya. Amin.

Bandung, Februari 2021
Penulis

Aden Rosadi
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Kata Pengantar

Prof. Dr. H.M. Anton Athoillah, M.M.
(Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung)

Hanya kepada Allah kita patut bersyukur atas karunia dan rahmat-Nya. 
Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya, saya meng
ucapkan terima kasih dan ucapan selamat atas terbitnya buku Hukum dan 
Administrasi Perkawinan di Indonesia karya Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag. Secara 
khusus saya juga menyampaikan apresisasi atas substansi buku ini yang 
menurut saya memiliki beberapa aspek sebagai bahan kajian dalam ranah 
hukum Islam di Indonesia. 

Pertama, buku ini memuat penjelasan tentang aspek hukum dan per
kembangan perkawinan di Indonesia. Ia memuat tentang sejarah dan eksis
tensi perkawinan di Indonesia yang mengalami pasang surut sesuai dengan 
dinamika dan kultur hukum yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, 
hukum dan administrasi perkawinan di Indonesia menjadi bagian yang tak 
terpisahkan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. 

Kedua, aspek legalisasi tentang perkawinan di Indonesia mendapat 
porsi utama dari negara, terutama yang berkaitan dengan aspek filosofi per
kawinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan kemanusiaan. 
Pada posisi ini, negara hadir untuk memberikan justifikasi dan penguatan 
hukum tentang perkawinan sebab keberlangsungan sebuah negara juga 
ditentukan oleh penguatan institusi perkawinan. 

Ketiga, kajian mendasar tentang sah-tidaknya sebuah perkawinan 
bukan saja berkaitan dengan norma hukum Islam, melainkan juga men
dapat pengesahan dari negara. Sebab jika perkawinan merupakan per
buatan hukum, ia pun akan berakibat pada perbuatan hukum lainnya. Oleh 
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karena itu, bukti tertulis sebuah perkawinan dalam konteks tercatat oleh 
negara menjadi sebuah keniscayaan. 

Sebagai Guru Besar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD, saya 
berharap kehadiran buku ini menjadi salah satu kajian akademik, ter
utama bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, serta umum
nya mahasiswa PTKIN, dan dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan 
penelitian lebih lanjut. Semoga buku ini menjadi bagian amal saleh bagi 
penulis dan para pecinta ilmu. Hanya kepada Allah kita bertawakal.

Bandung, Februari 2021

Prof. Dr. H.M. Anton Athoillah
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1
Sejarah Hukum 

Perkawinan Islam 
di Indonesia

SEJARAH HUKUM PERKAWINAN 
ISLAM SEBELUM KEMERDEKAAN 
Masa Penjajahan Belanda 
Pada masa penjajahan Belanda, hukum perka­
winan yang berlaku adalah Compendium Freijer, 
yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan 
hukum perkawinan dan hukum waris menurut 
Islam. Kitab tersebut ditetapkan pada 25 Mei 
1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen 
Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765), dibuatlah 
kitab Tjirebonshe Rechtsboek. Untuk Landraad di 
Semarang, pada 1750, dibuat compendium ter­
sendiri, sedangkan untuk daerah Makassar, oleh 
VOC disahkan suatu compendium sendiri. Pada 
masa pemerintahan Hindia Belanda pada zaman 
Daendels (1800-1811) dan Inggris masa Thomas 
S. Raffles (1811-1816), hukum Islam merupakan 
hukum yang berlaku bagi masyarakat.
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Pada 1823, dengan resolusi Gubernur Jenderal tertanggal 3 Juni 1823 
Nomor 12, diresmikan Pengadilan Agama Kota Palembang yang dikepalai 
oleh seorang penghulu dan banding dapat dimintakan kepada sultan. 
Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi perkawinan, perceraian, 
pembagian harta, pengurusan anak apabila orang tuanya bercerai, pusaka 
dan wasiat, perwalian, serta perkara-perkara lain yang menyangkut agama.

Kewenangan peradilan agama secara tegas dinyatakan dalam 
Staatsblaad 1835 Nomor 58 bahwa “Jika di antara orang Jawa dan orang 
Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian 
harta dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam maka 
yang menjatuhkan keputusannya adalah ahli agama Islam. Akan tetapi, 
segala persengketaan mengenai pembagian harta atau pembayaran yang 
terjadi harus dibawa ke pengadilan biasa, pengadilan (biasa) yang akan 
menyelesaikan perkara itu dengan mempertimbangkan keputusan ahli 
agama dan supaya keputusan itu dijalankan”. 

Pada 1882, dikeluarkan Staatsblaad 1882 No. 152 tentang Pembentukan 
Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Pada 1931, dibentuk Staatsblaad 1931 
Nomor 53 tentang Tiga Pokok Ketentuan bagi Peradilan Agama, yaitu: (1) 
Pengadilan agama, raad agama, atau priesterraad diubah menjadi penghulu 
gerecht yang dipimpin oleh seorang penghulu sebagai hakim, didampingi 
oleh dua orang penasihat dan seorang panitera (griffier); (2) Pengadilan 
agama hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, 
talak, rujuk, hadhânat, dan wakaf; (3) diadakan Mahkamah Islam Tinggi 
(MIT) sebagai peradilan banding atas putusan-putusan pengadilan agama.

Pada masa itu, hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan orang Islam, bahkan 
pada masa itu disusun kitab undang-undang yang berasal dari kitab hukum 
Islam. Melalui pencetusnya, Van den Berg, lahirlah teori receptio in complexu 
yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi 
pemeluknya. Teori ini sesuai dengan Regeerings Reglement (Staatsblaad 1884 No. 
129 di Negeri Belanda jo. Staatsblaad 1885 No. 2 di Indonesia). Pasal 75 ayat (3) 
RR tersebut mengatur: “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang 
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Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan 
hukum Islam gonsdientig wetten dan kebiasaan mereka”. Sementara itu, dalam 
ayat (4) Pasal 75 disebutkan: “Undang-undang agama, adat, dan kebiasaan 
itu juga dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang 
Huger Beroep bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang 
Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka 
mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat 
mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka”.

Menurut Pasal 109 RR ditentukan pula: “Ketentuan seperti tersebut 
dalam Pasal 75 dan Pasal 78 berlaku juga bagi mereka yang dipersamakan 
dengan orang-orang Indonesia, yaitu orang-orang Arab, Moor, Cina, dan 
semua yang beragama Islam, maupun orang-orang yang tidak beragama”. 
Menurut Pasal 7 Rechterlijke Organisatie ditetapkan: “Sidang-sidang pengadil­
an negeri harus dihadiri oleh seorang fungsionaris yang mengetahui seluk 
beluk agama Islam, kalau yang dihadapakan itu tidak beragama Islam, maka 
penasihat itu adalah kepala masyarakat dari orang itu”. 

Selanjutnya, teori receptio in complexu ditentang oleh van Vollenhoven 
dan Snouck Hurgronje dengan teori receptie (resepsi) yang menyatakan 
bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan 
dengan hukum adat. Ini merupakan upaya sistemik dalam melumpuhkan 
dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara berikut:

1.	 Sama sekali tidak memasukkan masalah hudud dan qishash dalam bidang 
hukum pidana, digantikan dengan Wet Boek van Strafrecht yang mulai 
berlaku sejak Januari 1919 (Staatsblaad 1915 No. 732). 

2.	 Di bidang tata negara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut di­
hancurkan sama sekali. 

3.	 Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut 
hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Bahkan khusus untuk 
hukum kewarisan Islam diupayakan tidak berlaku dengan menanggal­
kan wewenang peradilan agama di bidang kewarisan pada pengadilan 
agama di Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan, yang selanjutnya 
diserahkan kepada landraad. 
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Sebagai realisasi dari teori receptie, Regeerings Reglement Staatsblaad 1855 
No. 2 diubah menjadi Indische Staats Regeling tahun 1925 (Staatsblaad 1925 
No. 416) yang seterusnya dengan Staatsblaad 1929 No. 221. Di dalamnya di­
sebutkan bahwa hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila 
telah memenuhi dua syarat, yaitu (1) norma hukum Islam harus diterima 
terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat) dan 
(2) kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum 
Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh ditentukan 
oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda. Sejalan dengan hal 
tersebut, dikeluarkan Staatsblaad 1937 No. 116 yang membatasi wewenang 
dan tugas peradilan agama yang semula berhak menetapkan tentang hal 
waris, hadanah, dan sebagainya, kemudian hanya berwenang mengadili 
sepanjang yang berkenaan dengan nikah, talak, serta rujuk saja.

Selanjutnya, muncul Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat 
(Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken) pada Juni 1937 yang 
memberikan konsekuensi hukum pada warga pribumi sebagai berikut:

1.	 Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari satu 
orang istri. 

2.	 Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus, kecuali dengan tiga 
sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan 
selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya sementara 
pasangan lainnya mengadakan perkawinan lagi dengan orang lain atas 
izin pengadilan, serta adanya putusan perceraian dari pengadilan. 

3.	 Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil. 

Adanya ordonansi beserta tiga konsekuensinya tersebut memunculkan 
banyak protes dari masyarakat, khususnya umat Islam, karena mempunyai 
konsekuensi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penolakan 
pertama datang dari Nahdlatul Ulama pada kongres tahunannya di Malang, 
selanjutnya disusul oleh Syarikat Islam, Kelompok Barisan Penjadar Sjarikat 
Islam, Muhammadiyah. Melihat penolakan yang sangat keras dari masya­
rakat, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membatalkannya. 
Sebagai gantinya, pada akhir 1937, di Jakarta didirikan Komite Perlindungan 



S e j a r a h  H u k u m  P e r k a w i n a n  I s l a m  d i  I n d o n e s i a 5

Kaum Perempuan dan Anak Indonesia kemudian diubah menjadi Badan 
Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP) dengan 
maksud mengusahakan perbaikan dalam peraturan perkawinan.

Masa Penjajahan Jepang 
Pada 1942, Belanda meninggalkan Indonesia dan digantikan oleh Jepang. 
Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan 
sebelumnya. Kebijakan tersebut dituangkan pemerintahan bala tentara 
Dai Nippon dalam UU No. 14 Tahun 1942 tentang Pengadilan Bala Tentara 
Dai Nippon yang berisi bahwa pemerintahan Jawa mengeluarkan beberapa 
aturan yang dirancang untuk melarang transformasi lembaga peradilan 
(Djalil, 2012: 199). Hasilnya, nama lembaga peradilan yang sebelumnya 
menggunakan bahasa Belanda, diubah menjadi bahasa Jepang. Adapun 
susunan lembaga peradilan pada masa pendudukan Jepang adalah sebagai 
berikut (Lukito, 1998: 51):

1. 	 Landraad menjadi Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri).
2. 	 Landgerecht menjadi Keizai (Pengadilan Kepolisian).
3. 	 Regetschapsgerecht menjadi Kein Hoin (Pengadilan Kabupaten).
4. 	 Districtsge Recht menjadi Gun Hooin (Pengadilan Kewenangan).
5. 	 Hof voor Islamietische Zaken menjadi Kaikoo Kooto Hooin (Mahkamah 

Islam Tinggi).
6. 	 Priesterrad menjadi Sooyoo Hooin (Rapat Agama).
7. 	 Paket voor Landraden menjadi Gunsei Kensatu Kyoko yang terdiri atas 

Tihoo Kensatu Kyoko (Kebijaksanaan Pengadilan Negeri).

Hoogerechtshof (Saiko Hooin) diunifikasikan menjadi satu lembaga 
peradilan yang melayani semua golongan masyarakat, sementara 
Residentiegerecht yang pada masa kolonial Belanda dikhususkan untuk 
mengadili golongan masyarakat Eropa, pada masa penjajahan Jepang 
dihapuskan. Langkah unifikasi yang dilakukan pada masa penjajahan 
Jepang tidak hanya terjadi pada lembaga peradilan, tetapi juga dalam 
kantor kejaksaan. Jaksa yang sebelumnya bertugas menurut prosedur 
hukum Eropa, dan jaksa Indonesia yang bekerja menurut Landraad, 
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dikombinasikan ke dalam Kensatu Kyoku. Jelas saja revolusi ini secara 
menggebu-gebu disambut oleh pejuang muslim, terutama di Sumatera, 
yang senantiasa berharap dapat menjatuhkan dominasi para tetua adat 
bersama pelindungnya, yaitu para pejabat Belanda.

Di Aceh, misalnya, dan terutama di Sumatra Utara, pengadilan adat 
dikontrol penuh oleh uleebalang. Akibat dari prinsip umum yang diterapkan 
oleh pemerintah militer Jepang bahwa lembaga eksekutif dan lembaga 
peradilan harus dipisahkan, otoritas uleebalang di pengadilan adat pun 
diruntuhkan, walaupun integritas dari otoritas administratif mereka tetap 
dipertahankan. Jadi, kita melihat bahwa perbedaan antara wilayah yang 
diatur secara langsung dan wilayah otonomi pada satu sisi, dengan peng­
adilan negeri dan adat pada sisi lain, dihapuskan (Kotto, 2012: 236).

Kekuasaan yurisdiksi dari para uleebalang sebagai hakim tunggal dalam 
lembaga peradilan yang lebih rendah juga dihapuskan dan otoritas mereka 
pun dihentikan. Di samping itu, kantor-kantor pengadilan penjajahan 
Belanda dan Residentiegerecht (Pengadilan Residen), yang dibangun untuk 
masyarakat Eropa, difungsikan menjadi lembaga pengadilan tingkat 
pertama yang disebut dengan Ku-Hooin. Demikian pula peradilan lain yang 
dirancang oleh Jepang, Tihoo Hooin, menggantikan pengadilan adat yang 
dikuasai oleh uleebalang, Landraad, dan Raad van Justitie dalam kompetensi­
nya dalam tingkat pertama. Namun demikian, harus dikatakan bahwa pola 
struktural dari pengadilan banding yang lama masih fungsional dalam tatar­
an praktis karena pemerintah kolonial Jepang tidak mampu menghapuskan 
secara keseluruhan yurisdiksi etnis dari pengadilan-pengadilan adat yang 
sudah ada sejak lama. Akan tetapi, Jepang paling tidak telah menampilkan 
semangat kemauan politis yang menjanjikan, baik dalam term institusional 
maupun politis. Penghentian jabatan uleebalang yang sangat dominan dan 
administrasi peradilan lokal memberikan sinyal harapan bagi pengakuan 
kepada hukum Islam seiring dengan diperolehnya kekuatan kontrol oleh 
orang-orang Islam dalam praktik peradilan.

Secara teoretis, pemerintahan Jepang pada waktu itu berusaha untuk 
membuat pemisahan simbol secara total dengan pemerintahan Belanda. 
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Simbol kolonial yang menandakan pemerintah Belanda dihapuskan. Selain 
itu, pergerakan-pergerakan pada masa penjajahan Belanda secara tegas 
dilarang pada masa pemerintahan Jepang. Tidak seperti pemerintahan 
Belanda yang membuat sentralisasi administrasi di satu wilayah, Jepang 
justru membagi wilayah Indonesia ke dalam tiga zona administrasi, yaitu:

1.	 Di Jakarta untuk mengatur Jawa dan Madura.
2.	 Di Singapura yang mengatur Sumatera.
3.	 Komando angkatan laut di Makassar yang mengatur keseluruhan 

Nusantara di luar tiga pulau di poin 1 dan 2.

Namun begitu, dalam arti yang lebih luas, prinsip yang fundamental 
bahwa organisasi-organisasi pemerintah harus dimanfaatkan semaksimal 
mungkin, dengan memberikan penghormatan kepada struktur organisasi 
dan praktik masyarakat asli yang telah hidup sejak lama, dapat dilihat sekadar 
bentuk propaganda anti-Barat. Dalam tataran praktis, pemerintahan Jepang 
tidak mampu membuang para pegawai dan ahli-ahli teknik Belanda. 

SEJARAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM SETELAH 
KEMERDEKAAN, SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG 
NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 
Setelah merdeka, pemerintah RI membentuk sejumlah peraturan per­
kawinan Islam, di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 
tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang tersebut 
ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 21 November 1946 yang 
terdiri atas 7 pasal, yang isi ringkasnya sebagai berikut:

1.	 Pasal 1 ayat 1-6, berisi nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh 
pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh menteri agama; talak dan 
rujuk diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah; yang berhak 
mengadakan pengawasan nikah, talak, dan rujuk pegawai yang di­
tunjuk menteri agama; apabila pegawai pencatat nikah berhalangan di­
lakukan petugas yang ditunjuk; biaya nikah, talak, dan rujuk ditetapkan 
menteri agama. 
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2.	 Pasal 2 terdiri atas ayat 1-3, berisi pegawai pencatat nikah membuat 
catatan nikah, talak, dan rujuk serta memberikan petikan catatan ke­
pada yang berkepentingan. 

3.	 Pasal 3 terdiri atas 5 ayat, berisi sanksi orang yang melakukan nikah, 
talak, dan rujuk yang tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat 
nikah serta sanksi orang yang melakukan nikah, talak, dan rujuk 
padahal bukan petugas. 

4.	 Pasal 4 berisi hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang 
sebagai pelanggaran. 

5.	 Pasal 5 berisi peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-
undang yang ditetapkan oleh menteri agama. 

6.	 Pasal 6 terdiri atas 2 ayat, berisi nama undang-undang serta berlaku 
untuk daerah luar Jawa dan Madura. 

7.	 Pasal 7 berisi undang-undang yang berlaku untuk Jawa dan Madura. 

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa ciri paling 
utama dari undang-undang tersebut adalah semangat baru pemerintah 
untuk memperbaiki keefektifan catatan perkawinan, perceraian, dan 
rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun menurut undang-
undang tersebut pencatatan perkawinan mesti menetapkan keabsahan 
perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan, pengaruh utamanya 
lebih pada soal proses hukum, bukan kandungan hukum. Dengan kata 
lain, pemerintah pada waktu itu sangat berhati-hati memperkenalkan 
perubahan substantif terhadap hukum perkawinan dan hanya memilih 
hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek prosedural. Namun, undang-
undang tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya sebab masih ber­
kecamuknya perang kemerdekaan.

Undang-undang tersebut pertama-tama hanya berlaku untuk Jawa dan 
Madura, yaitu pada 1 Februari 1947. Setelah 1954, undang-undang tersebut 
diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia, yaitu melalui Undang-
Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang 
Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. 
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Undang-undang tersebut disahkan pada 26 Oktober 1954 oleh Presiden 
Soekarno yang terdiri atas 3 pasal, yang secara garis besar berisi:

1.	 Pasal 1 Undang-Undang RI tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 
1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk berlaku untuk seluruh 
daerah luar Jawa dan Madura. 

2.	 Pasal 1 A; perkataan biskal-gripir hakim kepolisian yang disebut dalam 
pasal 3 ayat 5 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 diubah menjadi 
panitera pengadilan negeri. 

3.	 Pasal 2; peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang 
disebut dalam pasal 1 undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama. 

4.	 Pasal 3; undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 

Sebagaimana telah dikemukakan, dua undang-undang tersebut lebih 
bersifat prosedural. Oleh karena itu, secara materiel masih belum ada 
ketetapan tentang hukum yang berlaku dalam bidang hukum perkawinan 
Islam di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menyiasati kekosongan hukum, 
para ulama menjadikan kitab-kitab kuning sebagai hukum materielnya. 
Pada 1953, Departemen Agama menetapkan 13 kitab fikih yang dijadikan 
pedoman dalam memutuskan perkara di pengadilan agama.

MASA SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 
Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Pada dasarnya, pemikiran tentang perlunya Undang-Undang Perkawinan 
bermula sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satunya bisa dilihat dari 
hasil keputusan Kongres al-Islam I di Surabaya pada 26 Februari sampai 
1 Maret 1938. Hal tersebut berlanjut sampai ketika jabatan Menteri Agama 
dipegang oleh K.H. Wahid Hasyim. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Oktober 1950 dibentuk Panitia 
Penyelidik Peraturan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang 
diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan. Tugas dari panitia tersebut 
adalah meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan 
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menyusun rancangan undang-undang yang selaras dengan keadaan zaman. 
Sampai 1954, panitia tersebut telah menghasilkan tiga rancangan undang-
undang, yakni RUU perkawinan yang bersifat umum, RUU perkawinan bagi 
umat Islam, dan RUU perkawinan khusus bagi umat Kristen.

Rancangan tersebut, selain berusaha ke arah kodifikasi dan unifikasi, 
juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetap­
kan, antara lain:

1.	 Perkawinan harus didasarkan pada kemauan bulat dari kedua belah 
pihak. Untuk mencegah kawin paksaan, ditetapkan batas umur, yaitu 
18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.

2.	 Suami-istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam ke­
hidupan rumah tangga serta pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

3.	 Poligami diizinkan apabila diperbolehkan oleh hukum agama yang 
berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga 
dapat memenuhi syarat keadilan.

4.	 Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi 
milik bersama. 

5.	 Perceraian diatur dengan keputusan pengadilan negeri berdasarkan 
alasan-alasan tertentu. Mengenai talak dan rujuk diatur dalam per­
aturan hukum Islam. 

6.	 Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan 
mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pen­
cabutan kekuasaan orang tua dan perwalian. 

Pada 1958, ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh K.H. Moh. 
Ilyas, RUU perkawinan bagi umat Islam mendapat kesempatan untuk di­
sempurnakan dan diajukan ke parlemen, dengan pertimbangan mendahu­
lukan pemenuhan kebutuhan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. 
Namun, pada sidang DPR, Sumarni, dari fraksi PNI, mengajukan pula 
sebuah RUU Perkawinan, yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum. 
Menurut Sumarni, Undang-Undang Perkawinan yang akan dibentuk 
haruslah mencakup semua golongan lapisan masyarakat Indonesia tanpa 
harus membedakan agama, ras, dan suku tertentu. Pada lain sisi, fraksi NU 
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menegaskan bahwa dalam negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha 
Esa, seharusnya nilai dan pengertian tentang perkawinan didefinisikan 
menurut ajaran agama, bukan semata-mata segi keperdataan, seperti halnya 
dengan perjanjian lain. Karena tidak ada kesepakatan, pembahasan RUU 
perkawinan tersebut menemui jalan buntu.

Selanjutnya, pada 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
(MPRS), dengan Ketetapan No. XXVIII/ MPRS/1966, menyatakan dalam 
pasal 1 ayat (3) bahwa perlu segera diadakan undang-undang tentang per­
kawinan. Sebagai respons, pada 1967 dan 1968, pemerintah menyampai­
kan dua buah rancangan undang-undang kepada DPRGR, yaitu: (1) RUU 
tentang pernikahan umat Islam dan (2) RUU tentang ketentuan pokok per­
kawinan. Kedua RUU tersebut dibicarakan oleh DPRGR, namun akhirnya 
tidak disetujui berdasarkan keputusan tertanggal 5 Januari 1968 karena 
terdapat satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, meskipun 
tiga belas fraksi dapat menerimanya.

Pada lain sisi, beberapa organisasi dalam masyarakat tetap mengingin­
kan dan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang 
perkawinan, antara lain Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam 
simposiumnya pada 29 Januari 1972. Badan Musyawarah Organisasi-organisasi 
Islam Wanita Indonesia, dalam keputusannya tertanggal 22 Februari 1972, 
mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang pernah 
tidak disetujui DPRGR kepada DPR hasil pemilihan umum pada 1971.

Akhirnya, pada 31 Juli 1973, pemerintah dapat menyiapkan sebuah 
RUU perkawinan yang baru, kemudian menyampaikannya kepada DPR 
yang terdiri atas 15 bab dan 73 pasal. RUU tersebut mempunyai tiga tujuan. 
Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan 
sebab sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan hanya bersifat judge 
made law. Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita sekaligus memenuhi 
keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan undang-undang 
yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Akan tetapi, dalam proses selanjutnya, mengemuka konflik antara 
nilai perkawinan yang diperkenalkan oleh negara dan yang berasal dari 
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ajaran hukum Islam. Hal tersebut terlihat dari protes-protes umat Islam 
terhadap pengajuan RUU tersebut, salah satunya dari kalangan anggota 
DPR. Fraksi Persatuan Pembangunan menganggap ada 11 poin yang ber­
tentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu:

1.	 Sahnya perkawinan di hadapan pejabat. 
2.	 Tidak ada batas jumlah istri yang diizinkan untuk kawin. 
3.	 Usia untuk perkawinan. 
4.	 Larangan kawin antara orang tua angkat dan anak angkat. 
5.	 Larangan kawin antara suami-istri yang telah bercerai dua kali. 
6.	 Perkawinan antaragama. 
7.	 Masa iddah 106 hari.
8.	 Masalah pertunangan. 
9.	 Harta benda bersama dan akibatnya dalam perceraian. 
10.	 Kewajiban mantan suami untuk memberi biaya hidup mantan istri. 
11.	 Masalah pengangkatan anak dan akibat-akibatnya. 

Pada 22 Agustus 1973, atas prakarsa dari Rois ‘Am Syuriah PBNU, K.H. 
Muhammad Bisri Syamsuri, di Jombang, diadakan musyawarah alim ulama. 
Musyawarah tersebut tidak hanya memutuskan menolak RUU perkawinan 
tersebut, tetapi juga memberikan usulan secara lengkap untuk mengubah 
pasal demi pasal dari RUU yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. 
Usulan-usulan tersebut disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. 
Keputusan tersebut kemudian menjadi pegangan bagi Partai Persatuan 
Pembangunan dan fraksinya di DPR dalam pembahasan RUU perkawinan.

Pada proses selanjutnya, keterangan pemerintah tentang rancangan 
undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman, Prof. Umar 
Senoaji, S.H., pada 30 Agustus 1973. Pandangan umum serta keterangan 
pemerintah diberikan oleh wakil-wakil fraksi pada 17 dan 18 September 
1973, yakni dari fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI, dan Persatuan 
Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan 
saran dan usul kepada DPR. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, tampak 
bahwa fraksi ABRI, PDI, dan Karya Pembangunan tidak banyak menyoroti 
isi RUU, tetapi hanya memberikan beberapa tekanan permasalahan. 
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Sementara itu, fraksi Persatuan Pembangunan dengan tegas menentang 
beberapa pokok perumusan RUU perkawinan.

Akhirnya, pemerintah menyampaikan jawaban yang disampaikan 
Menteri Agama, K.H. A. Mukti Ali, pada 27 September 1973. Pemerintah 
mengajak DPR untuk bersama memecahkan masalah. “Pemerintah 
meminta dewan untuk memusyawarahkan hal-hal yang belum kita temu­
kan kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat. Apalagi hal-hal ter­
sebut dianggap sangat erat hubungannya dengan keimanan dan ibadah, 
dimusyawarahkan untuk dapat dijadikan rumusan yang dimufakati. 
Melihat keinginan dan kesediaan para anggota dewan untuk memusyawa­
rahkan RUU perkawinan dengan baik, masyarakat yakin, dewan bersama-
sama pemerintah mampu mengatasi segala perbedaan yang ada, dan akan 
menghasilkan Undang-Undang Perkawinan nasional yang dicita-citakan 
semua pihak,” ungkap K.H. A. Mukti Ali.

Untuk mencari jalan keluar dari pertentangan tersebut, dicapai 
lima kesepakatan. Pertama, hukum agama Islam dalam perkawinan tidak 
dikurangi ataupun diubah. Kedua, sebagai konsekuensi dari kesepakatan 
poin 1, alat-alat pelaksanaannya tidak dikurangi ataupun diubah. Tegas­
nya, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 14 
Tahun 1970 dijamin kelangsungannya. Ketiga, hal-hal yang bertentangan 
dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam undang-
undang ini dihilangkan. Keempat, pasal 2 ayat (1) berbunyi, “Perkawinan 
adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya”. Pasal 2 ayat (2) berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan wajib 
dicatat demi ketertiban administrasi negara”. Kelima, mengenai perceraian 
dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna men­
cegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Akhirnya, pada 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV, DPR 
mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi 
di DPR yang menyetujui disahkannya RUU perkawinan dengan perubahan 
perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia 
kerja RUU tentang perkawinan untuk menjadi undang-undang tentang 
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perkawinan. Selanjutnya, pada 2 Januari 1974, RUU tentang perkawinan 
yang telah disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku 
secara efektif sejak 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah 
persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Adapun hasil akhir yang disahkan DPR terdiri atas 14 bab yang dibagi 
dalam 67 pasal seperti dicatat sebelumnya, sedangkan rancangan yang 
diajukan pemerintah terdiri atas 73 pasal. Boleh jadi tanggapan negatif 
dari masyarakat Indonesia, khususnya dari muslim terhadap rancangan 
Undang-Undang Perkawinan yang dibahas pada 1973, ada kaitanya dengan 
kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam 
dalam beberapa Staatsblaad. Artinya, meskipun Hindia Belanda telah di­
usir dari Indonesia secara fisik, dikhawatirkan konsep-konsepnya masih 
mengakar di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Asmah 
Sjahroni, wakil dari fraksi Persatuan Pembangunan (PP), yang mengatakan, 
“Demikianlah kami berkesimpulan RUU perkawinan ini telah mengambil 
alih BW dan HOCI, yang hanya berlaku untuk golongan Eropa, Timur asing, 
dan orang Kristen Indonesia saja. Sebaliknya, hukum perkawinan adat dan 
hukum perkawinan Islam yang dianut dan dilakukan oleh sebagian terbesar 
rakyat Indonesia dikeluarkan begitu saja”.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah terjadi 
perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum Barat. Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan per­
kawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (kitab undang-undang 
hukum perdata) tidak berlaku lagi. Pernyataan tersebut membawa penga­
ruh, yakni sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku I Burgerlijk 
Wetboek yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku lagi. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah 
hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara 
pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan 
pelaksanaannya. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan akan 
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menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian, 
dan rujuk yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan bermaksud mengadakan unifikasi 
dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang 
masih harus dipertahankan karena masih berlakunya ketentuan-ketentu­
an perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. 
Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan mengadakan perbedaan 
kebutuhan hukum perkawinan yang berlaku secara khusus bagi golongan 
penduduk warga negara Indonesia tertentu yang didasarkan pada hukum 
masing-masing agamanya. Bagi umat beragama, selain tunduk pada Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya 
atau kepercayaan agamanya sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang 
Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan terbatas 
pada mengatur soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-
masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.

Masa Penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam 
Perlu diketahui, sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia, ter­
jadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan 
pengadilan agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1989 yang diajukan oleh Menteri Agama, Munawir Sjadzali, ke 
sidang DPR. Di antara isinya sebagai berikut:

1.	 Peradilan agama telah menjadi peradilan mandiri. Kedudukanya benar-
benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan 
militer, dan peradilan tata usaha negara. 

2.	 Nama, susunan, wewenang (kekuasaan), dan hukum acaranya sama serta 
seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara per­
adilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian 
hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama. 

3.	 Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan, antara 
lain memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan mem­
bela kepentingannya di muka peradilan agama. 
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4.	 Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah 
hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan serta 
pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi. 

5.	 Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970. 

6.	 Terselengaranya pembangunan hukum nasional berwawasan Nusantara 
yang sekaligus berwawasan bhineka tunggal ika dalam bentuk Undang-
Undang Peradilan Agama. 

Akan tetapi, keberhasilan umat Islam Indonesia dalam menyukseskan 
RUU-PA menjadi Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 
tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum 
Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang 
berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetap­
kan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. 
Hal tersebut disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang 
sama. Secara materiel, memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan 
rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi’i. 
Akan tetapi, tetap saja menimbulkan persoalan, yaitu tidak adanya kese­
ragaman keputusan hakim.

Pada masa penjajahan, terdapat dua periode tentang sejarah hukum 
perkawinan Islam. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat dua teori. 
Pertama, teori receptio in complexu yang menjadikan hukum Islam sebagai 
sumber hukum bagi hukum perkawinan. Kedua, teori receptie yang men­
jadikan hukum Islam sebagai sumber hukum Islam, namun dengan syarat 
tidak bertentangan dengan hukum adat. Pada masa penjajahan Jepang, 
tidak terjadi pengaturan hukum perkawinan Islam yang berarti karena tetap 
menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum perkawinan di Indonesia. 

Pada masa kemerdekaan sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan, lahir dua undang-undang, yaitu Undang-
Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk 
serta Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya 
Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 



S e j a r a h  H u k u m  P e r k a w i n a n  I s l a m  d i  I n d o n e s i a 17

Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah 
Jawa dan Madura. 

Pada masa setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan, terdapat dua masa. Pertama, masa kelahiran undang-undang 
tersebut bertujuan untuk mengadakan unifikasi dalam bidang hukum 
perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus diper­
tahankan karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang 
beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Kedua, masa pene­
rapan dari undang-undang tersebut dengan lahirnya Kompilasi Hukum 
Islam melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan ditindaklanjuti 
dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. 
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2
Analisis Regulasi 

Perkawinan 
di Indonesia

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud per
kawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dan seorang wanita sebagai suami-istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, 
pernikahan adalah suatu akad yang secara kese
luruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah 
atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial 
yang sakral.1

Tata tertib perkawinan sudah ada sejak 
masyarakat sederhana yang dipertahankan 
anggota-anggota masyarakat serta para pe
muka adat dan/atau pemuka agama. Tata tertib 
tersebut terus berkembang dalam masyarakat 
yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan 
di dalam suatu negara. Di Indonesia, tata tertib 
1	 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: 

Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2014), hlm. 8.
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perkawinan sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, 
masa kolonial Belanda, dan sampai Indonesia merdeka. Bahkan tata tertib 
perkawinan tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga 
menyangkut warga negara asing karena bertambah luasnya pergaulan 
bangsa Indonesia.2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupa
kan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan. Ia mengatur 
seluruh anggota masyarakat yang telah dewasa yang akan melangsungkan 
perkawinan. Undang-undang tersebut disusun untuk memelihara, melin
dungi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.3

Hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
adalah untuk keberlangsungan tatanan administrasi yang baik dan benar. 
Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk 
yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga 
negara yang beragama Islam, baik dari suku mana saja, dari kelompok 
mana saja (pengelompokan IS 1314), melakukan perkawinan menurut 
hukum Islam dan perkawinannya dicatat di KUA. Sementara penduduk 
yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum 
agamanya. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum 
agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut per
aturan perundang-undangan yang berlaku.5

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang 
pria dan seorang wanita. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila 
yang terikat dalam perjanjian tersebut dua orang pria saja ataupun dua 

2	 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, 
Hukum Agama, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 1.

3	 Moh. Zahid, 25 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, (Departemen Agama RI 
Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), hlm. 2.

4	 Sebelum disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semua penduduk/warga 
tunduk pada hukum yang terbagi menjadi: Eropa, Timur asing, dan penduduk asli.

5	 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawianan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Bumi Aksara, 2004), hlm. 54-55.
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orang wanita saja (homoseksual). Demikian juga tidaklah merupakan per
kawinan apabila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita, seperti 
group marriage yang terdapat di masyarakat Masai di Afrika, Tibet, suku 
Margisan, atau di kalangan suku Yadaan Kanaits, India, lima orang pria 
sekaligus mengawini saudara perempuannya. 

Ada enam asas yang prinsipiel dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1.	 Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal. Untuk itu, suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi 
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, mem
bantu serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel.

2.	 Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di samping itu, tiap-tiap 
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

3.	 Menganut asas monogami. Apabila ia dikehendaki oleh yang bersang
kutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan 
seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. 

4.	 Calon suami-istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat me
langsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan 
secara baik tanpa berpikir pada perceraian serta mendapat keturunan 
yang baik dan sehat. 

5.	 Menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian karena 
tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, 
kekal, dan kedudukan sejahtera.

6.	 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak serta kedudukan 
suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 
masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat 
dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.6

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per
kawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai 
golongan warga negara dan daerah. Keberadaan Undang-Undang No. 
6	 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000), hlm. 56-57.
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1 Tahun 1974 memperjelas wilayah hukum administrasi perkawinan di 
kalangan orang-orang yang beragama Islam, baik keturunan Eropa maupun 
Timur asing, sedangkan bagi yang beragama Kristen di Kantor Catatan Sipil.

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga negara 
dan berbagai daerah, antara lain: 

1.	 Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum 
agama yang telah diterima ke dalam hukum adat. 

2.	 Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat. Misalnya, 
bagi orang Bali yang beragama Hindu, di mana adat dan agama telah 
menyatu, pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum 
adat dan hukum agama Hindu-Bali.

3.	 Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku Huwelijks 
Ordonnantie Christen Indonesia (HOCI) S. 1933 Nomor 74. Kini, aturan ini 
sudah tidak berlaku lagi. 

4.	 Bagi orang-orang Timur asing, warga negara Indonesia keturunan Cina, 
berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata) dengan sedikit perubahan. Kini, aturan ini sudah 
tidak berlaku.

5.	 Bagi orang-orang Timur asing lainnya dan warga negara Indonesia 
keturunan asing lainnya, berlaku hukum adat mereka. 

6.	 Bagi orang-orang Eropa, warga negara Indonesia keturunan Eropa, dan 
yang disamakan dengan mereka, berlaku KUHPerdata, yaitu Burgerlijk 
Wetboek (BW). Termasuk golongan ini adalah orang-orang Jepang atau 
orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama 
dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.7

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan menurut 
hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 
mitsaaqan galīdan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah. Jika dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam 
peraturan perundang-undangan, terdapat garis perbedaan yang cukup 
7	 Ibid., hlm. 5.
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signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan 
yang dimaksud, antara lain:

1.	 Dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab-kabul 
(aqdun nikāḥ) pada sebuah perkawinan, seperti tersurat dalam anak 
kalimat “ikatan lahir batin”. Dalam Kompilasi Hukum Islam, meski
pun disebutkan “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada 
terjemahan kata-kata mitsaaqan galīdan yang tidak menggambarkan 
pengertian pernikahan, tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan 
atau julukan lain dari sebutan akad nikah. 

2.	 Kalimat “antara seorang pria dan seorang wanita” menafikan ke
mungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara 
sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang 
terjadi di beberapa negara lain. Dalam KHI sama sekali tidak menye
butkan dua pihak yang berakad. Dapat diyakini bahwa KHI sangat 
mendukung peniadaan kemungkinan pernikahan antara sesama jenis 
yang dilarang oleh undang-undang perkawinan. 

3.	 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah 
“membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal”, sedangkan 
KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 
3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan, seperti 
terdapat dalam kalimat “untuk menaati perintah Allah dan melaksana
kannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum 
dan fikih memasukkan bahasan munākaḥāt (perkawinan) dalam bab 
muamalah, bukan dalam bab ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek 
muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol daripada aspek 
ibadah, walaupun di dalamnya memang terkandung nilai-nilai ibadah 
yang cukup sakral dalam perkawinan.8

8	 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta:PT. 
RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 46-47.
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3
Pencatatan 

Perkawinan

PENCATATAN PERKAWINAN
Perkembangan zaman mengubah suatu hukum 
dengan berbagai pertimbangan kemaslahat­
an. Pada mulanya, syariat Islam tidak meng­
atur secara konkret mengenai pencatatan per­
kawinan. Namun, hukum Islam di Indonesia 
mengaturnya. Pencatatan perkawinan bertuju­
an mewujudkan ketertiban perkawinan dalam 
masyarakat agar martabat dan kesucian suatu 
perkawinan terlindungi. Melalui pencatatan 
perkawinan, yang dibuktikan oleh akta nikah, 
apabila terjadi suatu perselisihan di antara 
suami-istri, atau salah satu tidak bertanggung 
jawab, yang lain dapat melakukan upaya hukum 
guna mempertahankan atau memperoleh hak 
masing-masing. Melalui akta nikah, suami-istri 
memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum 
yang telah mereka lakukan.

Selain merupakan akad yang suci, perka­
winan juga mengandung hubungan keperdata­
an. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan 
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Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 
2 yang berisi, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.

Di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

1.	 Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang 
akan dilangsungkan.

2.	 Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 
10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

3.	 Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebab­
kan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) 
bupati daerah setempat.

Sementara itu, dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 
tentang pencatatan perkawinan, yakni:

1.	 Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 
perkawinan harus dicatat.

2.	 Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai 
pencatat nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis dari pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 Kompilasi 
Hukum Islam, sebagai berikut:

1.	 Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pen­
catat nikah.

2.	 Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah 
tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami 
bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif. Pencatatan 
diatur karena jika tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai 
ketentuan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban­
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nya, pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki 
bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Selain itu, pencatatan juga memiliki manfaat preventif, yakni untuk 
menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun 
dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama serta keper­
cayaannya maupun menurut perundang-undangan.

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai 
urutannya adalah sebagai berikut:

1.	 Pemberitahuan
	 Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan 
bahwa tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan 
secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang orang tua 
atau wakilnya. Pemberitahuan ditentukan paling lambat 10 hari sebelum 
perkawinan dilangsungkan. Adapun hal yang diberitahukan, yakni nama, 
umur, agama, pekerjaan, alamat, dan apabila salah satu atau keduanya 
pernah kawin, disebutkan pula nama istri atau suaminya.

2.	 Penelitian
	 Dalam hal ini, pegawai pencatat nikah harus meneliti asal-usul kedua 

calon mempelai, termasuk status perkawinannya masing-masing, 
sebagaimana tertera dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, “Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan 
kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat 
perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan 
perkawinan menurut undang-undang”.

		  Selain itu, pegawai pencatat nikah juga diwajibkan melakukan 
penelitian, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:
a.	 Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. 

Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat 
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dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-
usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang 
setingkat dengan itu.

b.	 Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan 
tempat tinggal orang tua calon mempelai.

c.	 Izin tertulis/izin pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 
6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

d.	 Izin pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 14, dalam hal calon 
mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.

e.	 Dispensasi pengadilan/pejabat, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

f.	 Izin kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal 
perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk 
kedua kalinya atau lebih.

g.	 Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/
Pangab apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota 
angkatan bersenjata.

h.	 Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan pegawai 
pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak 
dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga 
mewakilkan kepada orang lain.

		  Hasil penelitian pegawai pencatatan kemudian ditulis dalam suatu 
daftar yang diperuntukkan calon pasangan, sebagaimana disebutkan 
pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Akan tetapi, apabila hasil dari penelitiannya menunjukkan adanya 
halangan perkawinan, sebagaimana dimaksud undang-undang, dan 
belum terpenuhi persyaratannya, seperti diatur dalam pasal 6 ayat (2) 
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Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pegawai pencatat mem­
beritahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakil­
nya. Hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 1 Dalam pasal 5 Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3.	 Pengumuman
	 Pegawai pencatat memberikan pengumuman mengenai perkawinan 

dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang 
ditetapkan kantor pencatatan perkawinan. Pengumuman ditempel di 
tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Peng­
umuman harus ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah. Isi yang 
dimuat dalam pengumuman, menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah, 
antara lain:
a.	 Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari 

calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, 
disebutkan nama istri dan (atau) suami mereka terlebih dahulu.

b.	 Hari, tanggal, waktu, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
		  Jika syarat-syarat telah terpenuhi, pernikahan dapat dilaksanakan 

sebagaimana semestinya. Adapun tujuan pengumuman agar masya­
rakat umum mengetahui siapa orang-orang yang hendak menikah. 
Dengan adanya pengumuman tersebut, apabila ada pihak yang keberat­
an terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan, yang bersangkut­
an dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatatan perkawinan.

DASAR-DASAR PENCATATAN PERKAWINAN
Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi 
seorang pria dan wanita untuk bisa hidup serta berkumpul bersama 
dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga 
ditentukan salah satunya bahwa pernikahan harus sesuai dengan tuntutan 
syariat Islam (bagi orang Islam). Hal tersebut sesuai dengan amanat 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, ada 
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aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan harus tercatat di Kantor 
Urusan Agama/Catatan Sipil.

Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam 
keluarga. Selain itu, merupakan upaya perlindungan terhadap istri mau­
pun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga, seperti hak waris dan 
lain-lain. Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatat dalam 
administrasi negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan 
hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya 
sebagai istri yang sangat merugikan pihak perempuan.

Dasar hukum mengenai pencacatan perkawinan, antara lain ter­
cantum dalam beberapa pasal berikut:

1.	 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak, dan Rujuk. Dalam undang-undang ini tercantum, “Nikah 
yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, 
diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri 
Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang 
dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, 
diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.

2.	 Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Dalam pasal ini disebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

MANFAAT ADANYA PENCATATAN DALAM NIKAH
Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan, antara lain:

1.	 Mendapat perlindungan hukum
	 Misalnya, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 

jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya 
sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenar­
kan. Alasannya karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-
bukti autentik akta pernikahan yang resmi.
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2.	 Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang berhubungan 
dengan pernikahan

	 Akta nikah akan membantu suami-istri untuk melakukan kebutuhan 
lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, hendak menunaikan 
ibadah haji, menikahkan anak perempuan yang sulung, pengurusan 
asuransi kesehatan.

3.	 Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum
	 Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang 

dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. 
Walaupun secara agama dianggap sah, menurut hukum negara di­
anggap ilegal karena tidak dicatat oleh PPN.

4.	 Terjamin keamanannya
	 Sebuah pernikahan yang dicatat secara resmi akan terjamin keamanan­

nya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. 
Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka 
yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. 
Keaslian akta nikah dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah 
yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah.

AKTA NIKAH
Pada saat perkawinan akan dilangsungkan, pegawai pencatat menyiap­
kan akta nikah dan salinannya yang telah diisi sesuai dengan yang 
diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Selain itu, di dalam akta nikah juga dilampirkan naskah perjanjian per­
kawinan, yaitu teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebagai perjanji­
an kesetiaannya terhadap istri. Setelah dilangsungkan akad nikah, kedua 
mempelai menandatangani akta nikah yang sudah dibuat 2 rangkap; satu 
disimpan oleh panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan per­
kawinan dan yang lainnya diberikan kepada mempelai.
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